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RINGKASAN 

“PROSES USULAN PENGHAPUSAN BARANG  MILIK NEGARA (BMN) 
PADA KPPN TIPE A1 SURABAYA I PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 
2023”, Halimatus Soleha, NIM D42200118, Tahun 2024, Akuntansi Sektor Publik, 
Politeknik Negeri Jember, Mabrur Dawami, S.Sos (Pembimbing Lapang) dan 
Berlina Yudha Pratiwi, S.E., M.S.A.,Ak (Dosen Pembimbing Magang). 

Kegiatan magang atau praktik kerja lapangan adalah sebuah program di 
mana mahasiswa bekerja untuk sementara waktu di suatu perusahaan atau instansi 
dengan tujuan untuk mendapatkan pengalaman kerja praktis dalam bidang tertentu. 
Pelaksanan kegiatan magang dilaksanakan pada semester VII atau selama 4 bulan 
yaitu pada tanggal 4 September 2023 sampai 29 Desember 2023 dimana waktu 
tersebut setara dengan 700 jam dan memiliki bobot 20 Satuan Kredit Semester 
(SKS). Kegiatan magang ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Negara (KPPN) Tipe A1 Surabaya I yang merupakan instansi vertikal Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Kantor Wilayah. KPPN Tipe A1 Surabaya I memiliki tugas melaksanakan 
kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran 
pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran 
anggaran melalui dana dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
KPPN Tipe A1 Surabaya I terdiri dari 5 Seksi dan Kelompok Pejabat Fungsional 
yaitu Subbagian Umum, Seksi Pencairan Dana, Seksi Manajemen Satuan Kerja dan 
Kepatuhan Internal, Seksi Bank, dan Seksi Verifikasi dan Akuntansi, beserta 
dengan Kelompok Jabatan Fungsional. 

Subbagian Umum merupakan salah satu dari 5 seksi yang ada di Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Surabaya I. Salah satu tugas di Subbagian 
Umum adalah melaksanakan urusan tata usaha dan pengelolaan rumah tangga, di 
mana salah satunya mencakup tugas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). 
Pengelolaan BMN adalah rangkaian kegiatan perencanaan, pengadaan, 
penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan, pemanfaatan, penilaian, sampai 
dengan penghapusan BMN dan tindak lanjutnya berupa pemindahtanganan. 
Penghapusan BMN merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan BMN, 
dimana untuk melakukan penghapusan BMN perlu dilakukan usulan penghapusan 
BMN terlebih dahulu. 

Proses Usulan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dimulai dengan 
pemeriksaan BMN yang dilakukan oleh Tim Penghapusan, kemudian Tim 
Penghapusan menerbitkan Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Barang Milik 
Negara (BMN). Selanjutnya membuat Surat Keterangan Perubahan Kondisi Barang 
Milik Negara (BMN) dan Surat Keterangan Penghentian Penggunaan Barang Milik 
Negara (BMN) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor. Selanjutnya dilakukan 
perekaman perubahan kondisi BMN, penghentian penggunaan BMN dan usulan 
penghapusan BMN melalui Aplikasi SAKTI, kemudian dilanjutkan dengan                                                                                                                                   
Nota Dinas Usulan Penghapusan Barang Milik Negara.  


